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A. Pengantar 
Materi keenam ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu mengetahui pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mahasiswa mampu mengkritisi pelaksanaan otonomi daearah.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep  otonomi daerah.
2. Mahasiswa mampu mencari hal-hal positip dari adanya otonomi daerah ini.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini adalah dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar otonomi daerah dan contoh nyata di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Wilayah NKRI yang luas dengan penduduk yang beragam merupakan kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik. Selain itu jauh sebeleum masa penjajahan, telah terdapat satuan-satuan asli baik kerajaan atau desa atau marga / kuria / kota / gampong / nagari, dan sebagainya.

Pemerintahan Asli adalah desa di Jawa atau luar Jawa yang merupakan pemerintahan asli Indonesia, bercorak demokratis yang dapat dipersamakan dengan Swapraja. Pemerintahan desa diatur dan diselenggarakan menurut Hukum Adat.

Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an menjadi arus balik perjalanan bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak positif. Pemerintah Pusat dan Daerah ke arah yang lebih demokratis dengan memperbesar porsi desentralisasi. Dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut, otomatis berbagai perantara pendukung sistem yang selama ini bersifat sentralistik juga mengalami perubahan.

Sistem pemerintahan desentralisasi sebenarnya telah digagas oleh para pendiri negara ini dengan menempatkan satu pasal dalam UUD 1945 (pasal 18). Implementasi  pasal  tersebut selalu  menimbulkan persoalan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Pergulatan sekunder, selalu menghadapi persoalan identitas primer berupa kuatnya solidaritas etnik, agama, adat dan bahasa serta tradisi lokal. Faktor-faktor ini pula yang menyebabkan timbulnya pemberontakan kedaerahan selain faktor ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya ekonomi antara Pusat dan Daerah sejak tahun 1945 itu pula, Pemerintah Pusat memandang pluralitas secara ambivalen. Di satu sisi mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika  sebagai semboyan resmi  negara, di sisi lain  menerapkan  kebijakan sentralisasi karena kebhinnekaan dilihat sebagai ancaman disintegrasi.

Dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat sentralistik ini, Soeharto tanpa ragu-ragu melihat keanekaragaman budaya, geopolitik kepulauan dan kemajemukan ideologi sebagaimana ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dalam visi Soeharto harus dimulai dari integrasi wilayah (keutuhan wilayah) dan merasuk ke integrasi bangsa. Dalam visi demikian, perbedaan ideologi tidak dapat ditoleransi. Itulah sebabnya mengapa kepemimpinan Soeharto anti multi partai, anti kemajemukan ideologi dan menyatukan ideologi dalam asas tunggal. Kekhawatiran akan lahirnya daerahisme dan provinsialisme, dipertegas dengan membatasi masa jabatan kepala daerah dan mekanisme pemilihan. Kepala Daerah tidak sepenuhnya dipilih oleh Dewan. Secara formal mekanismenya adalah perpaduan antara kehendak Daerah (mengusulkan tiga nama) dan kehendak Pusat (menentukan/memilih satu dari tiga yang diusulkan Dewan). Tetapi secara substantif, Kepala Daerah adalah orang Pusat yang ditempatkan di daerah. Selain didesain untuk mengendalikan Daerah, undang-undang No. 5/1974 tidak memberi ruang gerak yang memadai bagi tokoh-tokoh Daerah untuk membangun kekuatan dengan identitas Daerah. Pembunuhan massal yang berlangsung pertengahan tahun 1960-an, merupakan kendala struktural bagi kekuatan masyarakat termasuk kekuatan-kekuatan di Daerah untuk melakukan tawar menawar dengan Pusat. 

Secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan pranata yang telah internalized, mekanisme penyelesaian mereka di pandang lebih efektif, efisien dan adil. Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi Pusat terhadap daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik 

Intervensi pemerintah Pusat di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi. Arahan dan statory requirement yang terlalu besar dari Pemerintah Pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya arahan dari Pusat itu didasarkan atas pertimbangan menjamin stabilitas nasional dan kondisi sumber daya manusia di daerah. Hal demikian dapat dipahami sebab konteks sosial dan politik dirumuskannya UU No. 5/1974 adalah penegakan stabilitas nasional dan pemberantasan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat. Tetapi dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah meimbulkan rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah. Apalagi sejak tahun 1990-an berlangsung new game di kancah internasional di mana negara tidak akan mampu lagi sebagai pemain tunggal dalam menghadapi hyper competitive. Pemerintah akan terlalu besar untuk menyelesaikan masalah kecil dan terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 
Kendala-kendala Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah 

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi. Tetapi, pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah (1) mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah ; (2) hubungan antara institusi pusat dengan daerah ; (3) sumber daya manusia yang terbatas ; (4) pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom yang menghinggapi aparat pemerintah ; dan (5) keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya dimana desa memiliki tatanan sosial budaya yang otonom. 

Pada kenyataannya, mindset atau mentalitas menjadi kendala yang cukup besar bagi pelaksanaan tata pemerintahan yang baru ini. Selama kurang lebih 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah (2000-2003), timbul berbagai persoalan yang disebabkan karena pola pikir dan mentalitas yang belum berubah. Dimasa lalu, sistem sentralistik mengebiri inisiatif lokal dan menempatkan pemerintah Pusat sebagai penguasa yang memiliki wewenang sangat besar atas berbagai bentuk kebijakan pembangunan. Keseragaman dan kepatuhan daerah terhadap pusat terjadi kata kunci sekaligus sebagai mainstream dan ideologi pembangunan yang dijalankan. Karenanya, pada masa itu kritik menjadi sesuatu yang tabu dan jika terlontar akan sangat mudah untuk dijerat secara hukum sebagai tindakan subversi atau anti pemerintah.

Setidaknya, proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga tidak mengherankan jika mentalitas birokrasi pada akhirnya mengikuti pola tersebut. Terlebih lagi, konflik menjadi sesuatu yang tabu dan keberagaman dipandang sebagai ancaman dan sumber disintegrasi bangsa. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pola pemerintahan yang diterapkan dalam struktur kekuatan dikenal sebagai pemerintah yang harmoni tanpa gejolak dengan mengembangkan ideologi Triple S yaitu Serasi, Selaras dan Seimbang. Pada akhirnya terbentuklah subordinasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. 

Sejarah sistem pemerintahan di Indonesia mencatat pasang surut sentralisasi dan desentralisasi sebagai sistem administrasi pemerintahan, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik dalam pemerintahan di Indoensia. 

Sentralisasi juga merupakan instrumen kekuasaan Orde Baru bertujuan untuk menekan gejolak sebagai prasyarat kondisi dari kebijakan penerapan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi membutuhkan kondisi politik yang stabil dan terkendali. Karenanya, pemerintahan yang sentralisasi menjadi pilihan Orde Baru untuk dapat memantau dan mengawasi daerah dari potensi yang dinilai mengganggu pembangunan. 

Sentralisasi pemerintahan selama tiga puluh tahun lebih dapat meredam gejolak dan konflik yang disebabkan tersumbatnya saluran aspirasi. Pemandulan lembaga negara dan pengebirian partai politik secara sistematik dilakukan, dan depolitisasi masyarakat dilakukan yang ditandai dengan diberlakukannya kebijakan masa mengambang (floating mass). Akses hanya dapat dijangkau oleh orang-orang lingkaran dalam pemerintahan, sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tumbuh subur, sementara daerah dieksploitasi dengan sewenang-wenang oleh pemerintah pusat. Akhir dari pemerintah Orde Baru adalah diturunkannya Soeharto melalui people power sebagai akumulasi dari ketidakpuasan rakyat. Dari keseluruhan kejadian tersebut dapat dilihat bahwa pelakuan adil terhadap daerah dan pendelegasian wewenang adalah kebutuhan yang mendesak. Otonomi daerah merupakan jawaban atas tuntutan tersebut, karena tidak mungkin pemerintah pusat mampu menangani seluruh persoalan yang ada di daerah. 

Pokok-pokok Pikiran Otonomi Daerah Pada Saat ini. 

Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu desentralisasi atau otonomi daerah menjadi “barang asing” yang bahkan definisinya pun tidak mudah untuk dipahami. Meskipun keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup meredam tuntutan aspirasi daerah. 

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepala daerah otonomi untuk mengukur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bagaimanapun juga, otonomi daerah merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara di tangani oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis, kondisi alam dan sosiokultural masyarakat  tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini saja dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu dilakukan agar persoalan dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan implikasi negatif terhadap integrasi. 

Otonomi secara nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang keberadaannya dapat dibuktikan secara nyata. Bidang tersebut juga dibutuhkan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan pertanggungjawaban atas konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah berupa peningkatan di bidang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, keadilan dan pemerataan, serta hubungan pusat-daerah yang serasi. 

Desentralisasi sebagai sendi Ketatanegaraan NKRI tidak hanya dihadapkan pada kenyataan wilayah NKRI yang luas dan beragam (Bhinneka Tunggal Ika), melainkan di dorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan di daerah yang sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI atau UUD 1945 dan Pancasila.

Asas Desentralisasi

· Penyerahan urusan pemerintahan, dari pusat ke daerah, atau dari daerah yang tingkatnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. 

· Asas ini menimbulkan otonomi daerah.

Otonomi Daerah

· Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

· OTDA ini menimbulkan daerah otonom.
Daerah Otonomi

· Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan perbagai urusan pemerintah pusat di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Asas Dekonsentrasi

· Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah..

· Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat di daerah tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Asas Tugas Perbantuan (medebewind)

Tugas dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah denagn menggunakan perangkat pemerintah daerah dan pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah pusat.

Perbedaan

Asas Desentralisasi, bagian urusan pemerintahan yang diserahkan itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemda.

Asas Dekonsentrasi, bagian urusan pemerintahan yang diserahkan itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada Asas Perbantuan, tanggungjawab tetap pada pemerintah pusat.

Catur Praja:

1. Fungsi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur)

2. Fungsi kepolisian, menjalankan tindakan pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat.

3. Fungsi mengadili, menyelesaikan sengketa.

4. Fungsi membuat peraturan (reguleren)

(Prof. Van Vollenhoven dalam buku “Staatrechtoverzee)

Pancapraja:

1. Fungsi melaksanakan kesejahteraan / pelayanan umum (bestuurszorg)

2. Fungsi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur)

3. Fungsi kepolisian

4. Fungsi mengadili

5. Fungsi membuat peraturan

Pemerintahan Daerah (PEMDA). 

Terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD, sehingga tidak dapat dijatuhkan DPRD karena suatu mosi tidak percaya. Sama seperti Presiden yang tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Jelaskan dan berikan contoh mengenai perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom
2. Jelaskan dan berikan contoh mengenai sentralisasi dan desentralisasi.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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